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BUPATI ACEH TIMUR 
 

PROVINSI ACEH 

 
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR 

NOMOR 38 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  

NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN 

STUNTING TERINTEGRASI DI GAMPONG 
 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI ACEH TIMUR, 
 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan masih terdapatnya kekurangan dalam 

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 
tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi 

di Gampong khususnya terhadap peran kecamatan dalam 
pencegahan dan penanganan stunting di gampong, 
sehingga untuk efektifitas pelaksanaan pencegahan dan 

penanganan stunting terintegrasi di gampong, perlu 
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati         

Aceh Timur dimaksud; 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur 
Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Stunting Terintegrasi di Gampong; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

2.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan 
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1103); 
3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 

5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 
9.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang 

Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 249); 

17. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang 
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100); 

18. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang 
Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); 
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur 
Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran 
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 61 TAHUN 2019 
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING 

TERINTEGRASI DI GAMPONG. 
 

Pasal I 
 

Diantara BAB IX dan BAB X dalam Peraturan Bupati         

Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan 
Penanganan Stunting Terintegrasi di Gampong (Berita 

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 61) disisipkan        
1 BAB dan 1 Pasal yakni BAB IXA Pasal 19A, sehingga             
BAB IXA Pasal 19A berbunyi sebagai berikut: 

 
BAB IXA 

PERAN KECAMATAN 
 

Pasal 19A 

 
(1)  Camat berperan serta dalam pelaksanaan pencegahan dan 

penanganan stunting di gampong. 
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(2)  Peran camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan cara: 

a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi 
mengenai pencegahan dan penanganan stunting di 
gampong; 

b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan 
yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan 

stunting di gampong; 
c. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi 

terhadap aksi pencegahan dan penanganan stunting di 

gampong;  
d. melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan 

Keuchik terhadap program, kegiatan, dan pendataan 
dalam pencegahan stunting di gampong; dan 

e. memfasilitasi pelaksanaan rembuk stunting gampong 

sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Kabupaten Aceh Timur. 

 
Ditetapkan di Idi 
pada tanggal   9   September 2020 M 

  21 Muharram 1442 H 
 

BUPATI ACEH TIMUR, 
 

ttd 

 
HASBALLAH BIN M. THAIB 

Diundangkan di Idi 
pada tanggal   9   September 2020 M 

  21 Muharram 1442 H 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN ACEH TIMUR, 

 
ttd 

 
M. IKHSAN AHYAT 

 

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 38 

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEFDTI

ABBUL M&@THALEB, BA
Pembina (IV/a)

NIP. 19680406 199011 1 001


